
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali teralchir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,· Kepala Daerah 
wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan 
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan 
oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang diajukan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, rnerupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan 
ke dalam Kebiiakan Umum .Anooaran Pendaoatan Belania Daerah serta orioritas dan olafon anooaran sementara vano 
teiah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah denqan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba limur; - 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurut a dan huruf b, perlu memberituk Peratura~ 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba llmur Tahun Anggaran 2016; . t;, 
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- -··- -it. -undang-Ondang Nrnfi§(~i2 Tahun 2011 tentanq Pembentukan Peraturan Perundanq-undanqan (b~mbaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tarnbahan ·Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nornor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun_ 2015 Nornor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Reptibli~Indonesia Ncmor 5679 ); 

13. Peraturan Perilerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

: .- .. ~NegaraRepublik-Indonesia Nomor 441~), sebaqalmana teiah diubah beberapaJcali terakhir ,dengan.J?etaturan Pemerintah -:- . 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemeriiltah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk.Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelol~an Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

,/ 

15. Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2005 ter.tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

' 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi{ 

Indonesia Tahun 2005 Nomor-140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); iv 

·+·:~4-g]:,.,_<· .. - ··- -·-----·---------·~--·-··--·---·---~·:-· -------- ·--- . ,.·""':_;·-. -- - - ---- ·-·- -- --- --~~-----~- --- ---· ---- - - --~-~ ---:--- .. ---~- -·· . 

,-- · :_, .. ,,,,.,:- -,--:=;:;,+~~~;;.==-----9: --Undang~Undang3iomor3J_·Tahun 2004 tentang-eer;irpbangan~euangan--'Antara -Pemerlntah -cPt_1sat-'-dan:':Pemerintahan ., _ 
, ,,,,, naerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Ternbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 44~?K- 0 
.; : _ • , ,- • 

. . .... -. __ , 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun _2009 tentang Pajak:.Daerah _dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republlk -- · 
. Indonesia Tahun 2Q09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik- Indonesia Nomor 5049); __ -~ ~-:.:. .... · - _..- .. . ,·. .. - - . 
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", ~ . .,_,-:: .. ~:~~==-~: ::-·.:·--- -=--~----ig :·~Perafurarr:Pemerintatl·:Nomor-65 -Tahun-2005 tentang.J?.edoman-.Penyu~_nan -dan -Penerapctn::.Stan(;{qfa~f~Y.anan +1irnmal --~ 
-, ,. · · {Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2005 Nornor 150, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor •...... 

4585); ...... - 
20. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun - 20C>S. tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Peme~ntahar{ Daerati (tembaran Negara .. Repubfik Indonesia Tahun 2005 Nomor- !6.5, · "f af11bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); ---- · · ""-.,t::.- · •...• ·- 

21. Peraturan Pernerintah Nomor a· Tahun 2006 tentang Petaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPernerintah (Lernbarari . 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); _ _ _ 

23. Pereturan Pernerintah _ Nomor 60 Tahun 2008 tentang ·Sistem Pengendalian ·Intern Pemerintah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana : 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21- Tahun 2011 tentang Perubahan 

~ · • __ ~:...Kedua:.Atas .Perawran_ Menteri P~l~m _Nege_ri _Ngrnor _13 f ahun 2C>Q§J~!lta_ng f,¢do~~-P.~Q9.~l~l~ci-~ _ ~~u~D_ga~-- Q~e_rah; - - - - - -_ - - -~ _ . 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedomen Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan · Menteri Dalam 
Negeri Nornor 39 Tahun 2012 tentang 'Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarri Negeri Nomor 32 Tahun 2.011"tentang 
Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersurober dari Anggarafi Pendapatan dan Belaoja Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba llmur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat· Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 
Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 111), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumba Timur . Nomor 1 Tahun 2005 tentang - Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpioan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba llmur Tahu,J 
2006 Nornor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 138); .'-/ 

--· ----~------- ··,.·:;-~--- ~-- --· ·-·------ .--·--·-----------·-----·-----·--·----·--·- --·-···--- - .... . ·.,.- - -- ------------ ---· -·- ------ ----- 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten 'sumba Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan, 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten~ 
Sumba Timur Nomor 483); - 

- - 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 teritang Retrtbusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten S~mba Timur Tahun 2014 Nomor 42, Tambahao Le_mbaran Daetah Kabupaten sumba Timur Nomor 546); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba limur Tahun 2011 Nomor 216r Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba 11mur Nomor 407); 

34. Peraturan baerah Kebupaten Surnba limur Nomor 12 Tahun 201i tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba limur Tahun 7011 Nomor 217; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba limur Nomor 
408); 

29. Peratnran Daerah KabupatenSurnoa Timur Nomor 1 Tahun 2010._t~ntang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanqan D~~;~h 
- --~ - .. - -'llJ:;-, - -- 

- (Lembararr4?aerah Kabupatea Sumba Timur Tahun 2010- Nomor_,?,,.;Jambahan Lembaran .Daerah Kabupaten sumba . . ·. . . .. . ·.:.. -~ . ' .. . . . ---,t~.,...... - .. . . . . ·: ,.__ . . . 
Timur Nomot~ 181); 0 

·-;: 

30. Peraturan Daerah Kabupaten surnba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba limur Nomor 198); 

31. Peraturan Daerah Kabupateh Sumba 11mur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba 11mur Tahun 2010 Nomor 210, 'Tarnbehan tembaran Daerah Kabupaten Sµmba 
Timur Nomor 199); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
· _ ~~up~e.~ Sumb~ limur Tahun 2011 Nomor 215, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 406), - 

sebagaimana·telah diubah dengan-Peratura-~-oaerati'Kabupaten Sumba l1murNomor 10 Tahun 2cf14 tentang Perubahan 

.Lernbaran Daerah Kabupaten Sun1ba Timur Nornor-161); 

- - -----2s~ Peraturan~·oaerah:-: Kabupaten ..:Sumba--=nmuc-tJomor ):~~cihun7'-2-008 - tentang-,~urusan -Pernenntahan --Yang --'Menjadi------·' :·,_ 
Kewenangari Kabupatei:VSumba limur (Lembaran DaerahKabupeten Sumba limur Tahun 2008 .Nomor~l51, Tambahan 

·-,. ---·- --- - ------·--'--"--- -----····----· ----- - ----------~-- ------- ---------~----- 
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.. .:. . ..,,._ .... 

636.914.926.000,001 
227. 709.610.000,00JJ 

1 o ""71 3 -1 13 nnn 00 .J..J.J ..L .J...i.. .vvu, . - 

10.107.950.000,00 
5.650.902.000,00 

16.600.000.000,00 

. 71.574.159.520,00 
884.337.649.000,00 
163.453.269 .350,00 

0,00 

Pasaf 3 

Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan A,sli Daerah Rp 
b. Dana Perimbangan • Rp l 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 
· (2)- Pendapatan Asli Daerah sebaqalrriana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah Rp 
b, Retribusi Daerah Rp ••~t c, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 

~ d, Lain-lain Pendapaian Asii Daerah yang sah .. Rp 
. is),; b~n~~~~rn~~nga~_1se~-~~ai~~~a d~~~,ksud pada ayat (1), huruf b terdiri dari jenis pendapatar,n_: 
,%~\~!_,,'\ a. VOi lCI B~gl H~:::.h Pajak/Bukan PaJCII\. f'!J 

•. ,u:f,v:, . b. Dana Alokasi Um um Rp 
I c. Dana Alokasi Khusus Rp. .• ,;;;,;_:-.,, 

&:::;::;.:.~·--- ···-· - --··--·- 
Rp 

Pembiayaan Neto 
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenan 

55.361.311.300,00 Rp 

55.361.311.300,0Q 
0,00 

Rp 
Rp 

· · ·-:-3.-· Pernbiayaan Daerah 
a. Penerirnaan 
b. Pengeluaran 

Surplus / (Defisit) (55.361.311.300,00} Rp 

1.119.365.077 .870,00 
1.17 4. 726.389.170,00 

Rp 
. Rp 

. . :: Arigga~n Pendapatan dan Bel~l1ja Daerah Tahun Anggaran.2016 rincian sebagai beiikut : 
·I ·1. Pendapatan Daerah I ,-:~-~~~ . Belanja Daerah 

BAB II 
RUANG LINGKUP · 

, .... , .. 

------ -- -·--·-----------· -- --------------- ---- -- --- ·-· -·---· ·-··------------~-·------··-·~, .. ·---------------- 

- . ---- ----. -----:-:~.~.:-=---· _-----·------ ------ ·----- -· ~-·· -,.:,.;r;.;::· ~- 
. - ... 



8 

55.361.311.300,00, 
o.oo], 

Rp 
Rp 

··~-'.~· ·. a. Belanja Pegawai 
· .· · ·- b.·.. Belanja Barang dan Jasa 

c. Belanja Modal · 
. 

. 
_.;..,,..,;; ~_:< .: Pasal 5 

r)""Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari: 

J(';';.c .. ~: ::~::;:;:n 
t • 

50.110.984.670,00 
225.508 .705. 707,00 
308.703.695.909,00 

Rp 
Rp 
Rp 

. (~) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai Rp 431.105.313.908,00 

__ BeJ~rijc! ijiJ1ij(l-. _ .. • . .· -· . .. .. ----- _ _ _ __ _ -·------------- --·--- ·RI? -_- :~·. --: .. :... .. _:::_-5-_0.~_.QQ!)_.QQ9,C>9 .. 
:•i--t. c. Belanja Bagi Hasil kepada. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan oesa Rp e 1.579~885.200,00 
:~:t, d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Oesa Rp 154.766:097.900,00 !t · e. Bel~nja Tldak Terduga · . Rp 2.45L705.876,00 

,(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : l 

Pasal 4 

590.403.002.884,00 
, ·. - . 

584 .323.386.286,00 
Rp 
Rp-. 

_ _-_:__1!) ... Befanja Daerah sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung 
b, Belanja Langsung 

-·---------- - ·-·---- ------- .. ----- .. ., __ ~ ----···- -- -- .,.... ------ -------------- 

.-~::;::~i::;.n-lailljjerilmptitan= oaer~anrsan seoagaimana-dima!<Sud-pada-a}'al:"(1) 1ruruf .cterdlrt Ilarl!;j!iniscpendapata n,: : -,r -· - - · - · --- , .. c·--- .,- . cc , '··" , c: - ': .: •.• 

, . 'a. Pendapatan _ti_ibah ·) .: Rp 2.215.356.400,00 · 
\'b .. Dana Bagi Hasii Pcljak dari Provlnsl dan Pe,mda lainnya Rp .~.~:: .. . 15.652.266.9_50,00 , ,, ... , 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 56.139.452.000,00 
d, Bantoan Keuangan dari Provinsfatau Pemda lair.nya · ... Rp 1.692.90'().000,00 
e. Dana Alokasi Desa darfAPBN ::.:,.. .: . ... . . Rp. 87:753.2~~060,0Cf- . 

---- . . . •· 



9 

. -N,').i~:·i:' 

:J~;i n lebih lanjut . Angga_ran J~endapatan _ dan _eel,1.rtja Paernh _~tJ_aga_imc,U!~ dirn~~ud dalarn. _P_a~f _2, _ter~ntum _d_alam lampiran I sampai dengan 
-,· -- ···· -- :ran xm yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang-· terdiri dart :- - ----- __:__.....:__.:_:_.:. _:.:._·:...:_::::.:~--::~--= ---- ., ------- 

,.lampiran I Ringkasan APBD; 
, - Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
\Lampiran m Rincian APBD menurut Urusan Pernerintahan Daerah, Organisasi, PrOgram, Kegaitan, Kelornpok, Jenis, Obyek, Rindan Obyek 

- · · · - Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; · ~ J;:t:~ Lamplran N Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
~piran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan .dan Keterpaduan Urusen Pemerintahan Daerah · dan Fungsi dalam Kerangka 
:_,,::t6'-!;, '· · · Pengeloraan Keuangan Negara; 
·: .~4~mpiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

- ,,.r piran VII Daftar Piutang Daerah; 
--~- •·~~;, _., piran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

ri~+:i-a ... Dn...i,;......., __ r.----k-k-- ,.... __ n---··------ ,., __ .,. ,_.,. __ r-~----t... . ..... u". I I ~· NI 001 I rc;;11a1 IIIJQ1 IQII UQII rc;;11yu1 a11ya11 l'"\.:)C;l I l;;lCfJ LJQCI 011, 

Daftar Perldraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 
Dafter kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianooarkan kembali dalam 

":. tahun anggaran ini; 
,,:~mp!ran XII Daftar ~a~a Cadangan Daerah; danl 
13;· Lamplran XIII Daftar PrnJaman Daerah. ~ 

·~l!i4.ih<•,<:- .. 

Pasal6 ,~--.* · ... · . 

<:: ·.:.~~"" ·: ~ 
,-;·,-:7_~;f~-· 

0,00 
0,00 
0 00 , 

.o.oo 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

.. :·:-;;, ··:.-~ _. 

. ,,,,.,, :enen.-naanseoagaimeina dimaksucnraaa ·ciyal: {l J1mruf aterdiri dari3en1s·pem1>iayaarr :·- - -~ ---,~ ------- ------,---- ------------·-·--------_ ___::._ --·~- 
,. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya Rp 55.361.311.300,00 -- - --~ 
,j :'"i:>encairan Dana Cadaiigan d< _ Rp 0,00 - « •. .: - 

::·- (Hasi!-.Penjualan Kekavaan Daerah yang dipisahk~~: -c-·--.c·. Rp 0,00 ~··:; 
__ >d. Penertma~n-Pinjaman Daerah Rp · ·:-::..,. 0,00 

-·,··:·,;i:xe. P~nerima~n~Kt;SmbaliPemberiariPinjari)an '"••' , .. ,, ,• Rpr <:t:_,._-- - •,•. 0,00 
/. f. - Penerimaan Piutang [)aerah _ _ Rp 0,00 

-~~~;-~~_.:'. ... . . . 

.~~_::,eengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 
. ·-- a. Pembentukan Dana Cadangan ~;..;< .. · ·--- . <f~:~:;~. · Penyertaan Modal 

:~:.:._ c~ -- Pernbayaran Pokok Utang 
- :<lt~><d.· Pembenarr Pinjaman Daerah 

- - - --- ---·---- -------- ------- ·-·--- - - ------ ---------------- -----··--- -- -------- -- .. . - - . -·-·--. ---·-·-·--··-·-~----·····----·----·--··· ..... ··-- -- ·--·- 



>,Oiondangkari di Waingapu 
~6ada. tangga!':18. .: \':).. - !2.Dl.5 

KRETARIS DAERAH . 

~
,,~UMBA IlMUR, 'j ~. t 

•.. v,.. _, \~~-.,.._!~-1'\ I ,:·-,, "I ~v ,.,..~ c - \ \\ . . .... .u- ·-------.J ~ \ ' ,,...._ '··-Ii 
~ J. u :L s;...r:. ;, ,. ,.._ : ·'·ii . Sf'Afl·- ' -~ · · : ' II 

·_. -- .• "!c'!i r~ DA,';~:hsUPA1EN SUMBA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR Bf 
f NOMOI{~£~ISTRASI PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR . 

•• 

l 

·"···· 

..... .... ··--·-··• . ------······-- . ----···------- --- ·----·· --·-·-··· - -- --- ---- ... 
r 

. ~ar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan penqundanqan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupate.J 
.SUmba 11mur. · . . · . . . . . . . • 't/ 

~~~¢eratutan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
-:".;.:;~tr:r:,.·-. ~-: · 

Pasal8- 

""=' .;-:.;··.z, -.;- ·,.. • • .. -- . .,. ,·;., ~- 
-- ~ . ·~ . ·"' .. "·'""' ' ' ·, .·.· . .,,. .•....... ·. ·-, ... ~; ..... :•:;':' :t. ,· 

an lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah, maka _Bupati merietapkan ~eraty~,:-i Bupati _tentarig Penjabaran Anggaran Pendapatan 
:'1anja o,aerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. · · .... -- ... 

. Bab III ; . -·---- .. . - - ·. ::'.}~1}-· .-- 
KETENTUAN PENU,fJJ.JJ 

- .... -·----- -·· 

----- - ------ ----- 
----Pasat-1- · ···· ,;.;c --- ---·7-- -- --- ---· -·-· --· -·~:- -----------· -- .----.-cc------------:-----·----~-- 

--- -----~ ---·--- . ----- 



- · ·· .~'.f- Cukup Jelas 
-Pasal 7 

v Cukup Jelas • 

--~-01i,Pasa·~~kup Jelas ~ 
TAMBAHAN LEM BARAN DAERAH KABUPATEN SU MBA TIMUR NOMOR. -~ 

l 

--- . - . --- -· ---·-- - -- -- - --- - - - --· - -----·- -- - - -- 

Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
__ __ Undang-Undang N0010r 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Ni3s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,telah memberi 

--------- keWenangan yang luas, nyat:a dan bert:anggungjawab untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kemasyarakatan sert:a untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerint:ah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangao Daerah, sebagairriana telah diubah beberapa kali terakhir clengan Peraturan Menteri 
Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan fJienteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

•tt~:,,;c-- Keuangan Daerah, maka sangat perlu pengelolaan keuangan yang baik dan benar sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran 
- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 

··:~P~~L-_~E_~I P~L~-- ----=-~----_ ..... ,.· , . 
OPasal 1 

_ Cukup Jelas 
'.:.Pasal 2 

_. Cukup Jelas 
_ PaSaf 3 

Cukup Jelas 
\1'asal"4 

Cukup Jelas 
PasalS 

Cukup Jelas 
-·Pasal 1 
l•ffis:~\. -. Cukup Jelas .,. •. "'"; ...... , t:. 

.... l! IC -ii-~--.. CI.XJI V 

- - ~:···::... 

-- ----------- - ----- --------- ----- - ----- -·- -- ------~- -----_:--_pfNJELASAN -- - _ _---- ------. ---.-:,;-;~::-- _ 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KA$UPATEN SUMBA TIMUR 
NOMOR .: TAHUN 2015 - .; r s r= - 

_, TENTANG 
- --- -ANGGARAN J>,Efii)~P~TAN DAN BELANJA DAERAH 

- . - KABUP"ATEt-1 SUMBATIMUR · ;:),; - 
- TAHUN ·ANGGARAN 2016 

- ·-- -------- - -- - -~-- - ---- ---------------------- 
------- . 


